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Usulan Peningkatan Efektivitas Mitigasi Bencana Alam Kota Surakarta Dengan 
Metode Modified House of Risk 
Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini berkenaan dengan Kota Surakarta, Indonesia dalam kaitannya dengan identifikasi potensi 
bencana alam, kejadian risiko, dan agen risiko serta rumusan strategi mitigasi guna meminimalisasi risiko 
yang ditimbulkan oleh bencana tersebut untuk jangka waktu 2022-2025. Modified House of Risk (HOR) 
digunakan untuk mencapai berbagai tujuan tersebut. Penerapan modified HoR fase 1 menghasilkan 6 agen 
risiko dominan, yakni “Masyarakat membuang sampah sembarangan”; “Kurang gencarnya sosialisasi 
bencana”; “Kurangnya pengawasan dan pengecekan terhadap pohon-pohon di jalan”; “kurangnya daerah 
resapan air” dan “Bangunan tidak dibangun sesuai standar (tidak mengurus PBG/IMB dan SLF)” dan 
“kurangnya perhatian terhadap saluran air”. Dengan menggunakan 5 kriteria penilaian strategi mitigasi, 
penerapan metode modified HoR fase 2 dan 3 menghasilkan 17 strategi mitigasi, di mana “Penambahan 
peringatan membuang sampah di sungai”; “Melakukan program resik kali”; dan “Melakukan 
penghijauan” merupakan 3 peringkat teratas strategi mitigasi.  
 
Kata kunci: Modified House of Risk, Bencana Alam, Manajemen Bencana, Risiko, Mitigasi, 
 
ABSTRACT 
This research was conducted in Surakarta City, Indonesia in relation to the identification of potential 
natural disasters, risk events, and risk agents as well as the formulation of mitigation strategies to 
minimize the risks posed by these disasters for the period 2022-2025. The Modified House of Risk (HOR) 
is used to achieve these objectives. The application of modified HoR phase 1 resulted in 6 dominant risk 
agents, namely ”people littering,”; “lack of  socialization of disasters”; “lack of supervision and checking 
of trees on the road,”; “lack of water catchment areas” and “buildings are not built according to standards 
(does not take care of PBG/IMB and SLF)” and “lack of attention to waterways,”. By using 5 criteria for 
assessing mitigation strategies, the application of the modified HoR method phases 2 and 3 resulted in 17 
mitigation strategies, where “Adding a warning of littering”, “Conducting a river cleaning program”, and 
“Greening Program” as top 3 mitigation strategies 
 
Keywords: Modified House of Risk, Natural Disaster, Disaster Management, Risk, Mitigation., 
 
1. PENDAHULUAN 
Indonesia berada peringkat 9 dunia sebagai negara paling berisiko bencana di dunia, data ini diteliti dari 
tahun 1977 hingga 2009 oleh (UNISDR, 2009),. Menurut BPS dalam Buku Surakarta Dalam Angka 
Tahun 2020, Jumlah kejadian bencana alam banjir dari 2011 hingga 2019 yaitu sebanyak 36 kali, Angin 
puting beliung pada tahun 2019 sebanyak 55 kali, dan efek hujan abu yang disebabkan oleh aktivitas 
gunung api sebanyak 4 kali pada tahun 2013, 2014, 2018, dan 2020. Dengan demikian tidak 
mengherankan bahwa Kota Surakarta memiliki skor indeks risiko bencana sebesar 67,96 atau sedang 
(IRBI, 2021). dan penting untuk merumuskan proses mitigasi guna mengurangi risiko terjadinya bencana 
alam di Kota Surakarta. 
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Sejauh pengamatan penulis, penelitian mengenai mitigasi bencana di wilayah Kota Surakarta sudah 
diteliti oleh beberapa orang, sebagai contoh yakni penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014), 
Wicaksono (2018) Dewi (2018), Yudhistira (2011), dan (Prasetyo, 2020). 
Dari penelitian-penelitian tersebut belum pernah ada penelitian mengenai perumusan mitigasi 
bencana alam di Kota Surakarta menggunakan metode House of Risk Termodifikasi atau Modified House 
of Risk. Penelitian terdekat adalah dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2020), namun pada 
penelitian tersebut yang dilibatkan hanya BPBD, bentuk konkret bagaimana pemerolehan datanya tidak 
dijabarkan. Penelitian ini berupaya untuk melakukan hal yang sama dengan Prasetyo (2020), dengan 
melibatkan dinas-dinas yang terkait dengan mitigasi bencana alam yaitu Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Lingkungan Hidup, dengan bentuk 
pemerolehan data yang konkret. Pelibatan dinas-dinas tersebut sangat penting karena berurusan langsung 
dengan mitigasi bencana alam di Kota Surakarta, sedangkan bentuk pemerolehan data yang konkret 
dimaksudkan supaya hasil yang didapat lebih akurat dan mencerminkan penilaian pihak-pihak yang 
terlibat, Di dalam penelitian ini strategi mitigasi yang dirumuskan dimaksudkan untuk jangka waktu 
perencanaan 3 tahun dari 2022 hingga 2025, jangka waktu ini dipilih karena menyesuaikan dengan SOP 
dari BPBD . 
2. METODE
Penelitian ini mengikuti langkah-langkah di dalam metode Modified House of Risk (HoR) yang 
dikembangkan oleh Pujawan and Geraldin (2009). Metode House of Risk merupakan model 
penggabungan dua model yaitu Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan House Of Quality (HOQ). 
Dalam metode Modified House of Risk (HoR) dibagi menjadi 3 fase, fase 1 HoR digunakan untuk 
menentukan agen risiko dominan yang akan dimitigasi, fase 2 HoR digunakan untuk merumuskan strategi 
mitigasi, sedangkan HoR 3 digunakan untuk menentukan kriteria-kriteria penilaian strategi mitigasi.  
Penerapan Modified House of Risk (HoR) fase 1 dimulai dengan mengidentifikasi potensi bencana 
di wilayah Kota Surakarta, dengan bersumber dari jurnal dan juga hasil wawancara dengan pihak 
narasumber. Narasumber yang dimaksud yaitu kepala Seksi Penyuluhan dari Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah, Kepala Seksi Konservasi Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Seksi 
Pembangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, kemudian dilakukan brainstorming 
menggunakan fishbone diagram, dengan bersumber dari jurnal, observasi, dan wawancara guna 
memunculkan kejadian risiko dan agen risiko. setelah itu dilakukan pembobotan tingkat keparahan 
(severity) untuk kejadian risiko dan probabilitas kemunculan (occurrence) untuk agen risiko dengan 
menggunakan skala 1-10 (Coppola, 2015). Kemudian dilakukan pengisian nilai korelasi antara kejadian 
risiko dan agen risiko dengan skala 0,1,3, dan 9 di mana berturut-turut tidak ada korelasi, rendah, sedang, 
dan tinggi. Nilai korelasi tersebut akan diolah dan dihasilkan nilai ARPj (Aggregate Risk Potential) yang 
kemudian dibuat pareto chart dari ARPj agen risiko sehingga dapat diketahui agen risiko dominan yang 
akan dilakukan mitigasi. 
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Penerapan Modified House of Risk (HoR) fase 2 diawali dengan perumusan strategi mitigasi dengan 
cara brainstorming yang bersumber dari jurnal, wawancara dan memutuskan secara bersama-sama 
dengan narasumber, setelah strategi mitigasi dirumuskan dan disetujui oleh semua pihak maka dilakukan 
pengisian oleh narasumber nilai antara strategi mitigasi dengan agen risiko dominan dengan skala 0,1,3, 
dan 9. Nilai korelasi tersebut akan digunakan untuk menentukan nilai TEk (total effectiveness). 
Penerapan Modified House of Risk (HoR) fase 3 diawali dengan melakukan penetapan kriteria-kriteria 
penilaian strategi mitigasi dengan brainstorming dan wawancara bersama narasumber. Setelah itu 
dilakukan pengisian oleh narasumber nilai antara strategi mitigasi dan kriteria-kriteria penilaian strategi 
mitigasi dengan menggunakan skala 0,1,3, dan 9. Kemudian dilakukan pengolahan data diantaranya nilai 
total strategy score (TSSk), Ratio (Rk), dan ranking priority (RPk). Dari ranking priority tersebut maka 
akan diketahui ranking atau urutan teratas dari strategi mitigasi. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Surakarta dilanda dengan bencana alam yang ditampilkan pada 
Tabel 1. Bencana alam tersebut menimbulkan dampak baik bagi masyarakat maupun lingkungan di Kota 
Surakarta. Dari bencana alam tersebut dapat diidentifikasi kejadian risiko (Ei) Kota Surakarta yang 
ditampilkan pada Tabel 2. Dari kejadian risiko tersebut dapat diidentifikasi agen risiko (Ai) Kota 
Surakarta yang merupakan penyebab dari kejadian risiko yang ditampilkan pada Tabel 3. Kejadian risiko 
dan agen risiko tersebut dengan menyertakan nilai occurrence dan severity dimasukkan dan diolah di 
Modified House of Risk (HoR) 1 pada tabel 4. 
Tabel 1. Potensi Bencana di Kota Surakarta 
No Potensi Bencana 
1 Banjir 
2 Angin Puting Beliung 
3 Gunung Meletus 
Sebagaimana yang sudah ditampilkan pada Tabel 1, potensi bencana di Kota Surakarta adalah banjir, 
angin puting beliung, dan gunung meletus. Sebagian besar banjir yang terjadi pada Kota Surakarta adalah 
air yang menggenang atau genangan air. Bencana alam angin puting beliung yang terjadi di Kota 
Surakarta dapat menyebabkan kerugian bila terjadi pohon tumbang. Dalam beberapa tahun terakhir telah 
terjadi aktivitas gunung api yang berada di sekitar wilayah Kota Surakarta. Dampak yang diberikan 
kepada Kota Surakarta adalah kiriman Abu Vulkanik yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di 
wilayah kota Surakarta. 
Bencana alam yang terjadi di wilayah Kotamadya Surakarta memiliki kemiripan dengan potensi 
bencana alam di kota lain, seperti contoh pada penelitian yang dilakukan oleh (Koenti, 2016) bahwa 
Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki potensi bencana banjir, aktivitas gunung api, dan angin 
kencang. Selain itu juga dengan Kabupaten Sragen dengan potensi bencana yaitu banjir, angin puting 
beliung. (Ikhsan & Setiawan, 2021). Letak geografis dan karakteristik iklim menyebabkan terjadinya 
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perbedaan bencana di masing-masing daerah (Bronkhorst & Bernice, 2012) . Risiko bencana di suatu 
daerah pada masa lalu dapat digunakan untuk menentukan risiko bencana yang mungkin terjadi di masa 
mendatang, sehingga penting untuk dilakukan kajian risiko dari masa lalu untuk digunakan di masa 
mendatang. 
Tabel 2. Kejadian Risiko Bencana Alam di Kota Surakarta 
Kode Kejadian Risiko (Risk Event) Severity 
E1 Tersumbatnya saluran drainase 7 
E2 Limbah industri masuk sungai 6.7 
E3 Terdapat endapan di saluran air (drainase, sungai) 7 
E4 
Tingginya laju air hujan yang masuk ke saluran air dan 
tidak terserap tanah 
7.7 
E5 Struktur bangunan kurang kokoh 5.3 
E6 Kurang siapnya masyarakat dalam menghadapi bencana 6.3 
E7 Kelalaian masyarakat 7.3 
E8 Pohon rapuh termakan usia 7 
E9 Pohon terlalu rimbun 6 
E10 Pencemaran udara 5 
Seperti data yang sudah disajikan pada Tabel 2. Kejadian Risiko bencana alam di Kota Surakarta 
adalah sebanyak 10 kejadian risiko beserta dengan nilai severity . Nilai severity diperoleh dari hasil rata-
rata dari 3 narasumber sehingga dihasilkan nilai tengah dari 3 narasumber. Hal tersebut berbeda dengan 
19 kejadian risiko yang ditemukan oleh (Pramana, 2020), perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan 
karakteristik iklim dan geografis wilayah. Disisi lain kejadian 17 risiko bencana yang dipaparkan oleh 
(Prasetyo, 2020) berbeda dengan penelitian ini, hal tersebut dikarenakan penelitian ini untuk 
memunculkan agen risiko dan kejadian risiko digunakan bentuk yang konkret yakni brainstorming 
dengan bantuan fishbone diagram, selain itu pada penelitian ini menggunakan 3 narasumber sehingga 
dihasilkan data yang lebih bervariatif 
Dengan merujuk pada Tabel 3. Dapat diketahui bahwa agen risiko bencana alam yang terdapat di 
Kota Surakarta adalah sebanyak 8, hal ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo 
(2020), adanya genangan air akibat luapan sungai, tanggul jebol, tingkat kemiskinan meningkat, kesulitan 
akses kesehatan, kerugian material, korban jiwa dan luka fisik, dokumen dokumen penting musnah, 
perekonomian terhambat. dan seterusnya tidak terdapat pada penelitian ini. Hal ini dapat dikarenakan 
pada penelitian ini untuk memunculkan agen risiko dan kejadian risiko digunakan bentuk yang konkret 
yakni brainstorming dengan bantuan fishbone diagram, agen risiko merupakan level tertinggi dari cabang 
fishbone diagram, sementara kejadian risiko merupakan satu level di bawah agen risiko, sehingga dapat 
dimunculkan kejadian risiko dan agen risiko yang bersumber dari akar permasalahan. selain itu pada 
penelitian ini menggunakan 3 narasumber sehingga dihasilkan data yang lebih bervariatif. 
Penelitian mengenai kebencanaan yang dilakukan oleh peneliti lain, terdapat kesamaan kejadian risiko, 
yaitu yang dilakukan oleh (Ikhsan & Setiawan, 2021) yaitu masyarakat membuang sampah sembarangan, 
selain itu, terdapat perbedaan agen risiko terhadap peneliti, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh 
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Prasetyo (2020), yaitu pemukiman liar di sekitar aliran sungai, aliran sungai menyempit, material yang 
terbawa menutupi aliran sungai, usia pohon yang tua, pohon terlalu rimbun, kelalaian 
manusia/masyarakat. 
Tabel 3. Agen Risiko Bencana Alam di Kota Surakarta 
Kode Agen Risiko (Risk Agent) Occurrence 
A1 Masyarakat membuang sampah sembarangan 7.3 
A2 Kebijakan pemerintah dalam pembuangan limbah industri di sungai 5 
A3 Kurangnya perhatian terhadap saluran air(drainase, sungai) 4.7 
A4 Kurangnya daerah resapan air 7.3 
A5 Bangunan dibangun tidak sesuai standar (tidak mengurus PBG + SLF) 4.7 
A6 Kurang gencarnya sosialisasi bencana 5.7 
A7 Kurangnya pengawasan dan pengecekan terhadap pohon-pohon di jalan 5.7 
A8 Adanya abu vulkanik di udara 5 
Dari Tabel 3. Agen risiko dapat dikelompokkan sebagai berikut. Agen risiko yang dapat 
menyebabkan banjir merupakan “Masyarakat membuang sampah sembarangan”, “Kebijakan pemerintah 
dalam pembuangan limbah industri di sungai”, “Kurangnya daerah resapan air”, “Kurang gencarnya sosialisasi 
bencana”. Agen risiko dari angin puting beliung merupakan “, “Bangunan dibangun tidak sesuai standar (tidak 
mengurus PBG + SLF)”, “Kurang gencarnya sosialisasi bencana”, “Kurangnya pengawasan dan pengecekan 
terhadap pohon-pohon di jalan”. Agen risiko dari gunung meletus adalah “Adanya abu vulkanik di udara”. sJumlah 
dari masing-masing agen risiko becnana berbeda-beda dikarenakan karena mengingat kejadian masa lalu bahwa 
intensitas terjadinya banjir dan angin puting beliung tinggi sedangkan gunung meletus intensitas kejadiannya 
rendah. Agen risiko tersebut juga hanya yang terjadi di Kota Surakarta saja. Nilai Occurrence dari kejadian risiko 
diperoleh dari hasil rata-rata dari ketiga narasumber sehingga didaatkan hasil nilai tengah, nilai Occurrence tidak 
menggunakan data masa lalu dikarenakan ketiga instansi memiliki pendapatnya masing-masing sehingga 
digunakan metode rata-rata. 
Beberapa agen risiko yang terdapat pada tabel 3. sejalan dengan beberapa penelitian. Diantaranya 
pada penelitian Solomon (2011) masyarakat membuang sampah sembarangan merupakan salah satu 
penyumbang terbesar penyebab banjir di negara Tanzania. Daerah perkotaan rawan terhadap banjir 
dikarenakan rendahnya daya serap tanah terhadap air dan rendahnya manajemen drainase (Danumah et 
al., 2016), Perubahan penggunaan lahan yang menghasilkan permukaan tanah kedap air menurunkan 
tingkat infiltrasi tanah dan meningkatkan potensi banjir dan genangan (Wiwoho, 2008). Di Lisbon 
Portugal, Angin yang kencang sering mengakibatkan pohon tumbang (Lopes et al., 2007), Pohon tumbang 
di jalan dapat mengganggu lalu lintas (Aritama & Dharmadhiatmika, 2019), selain itu juga dapat 
menimbulkan kerusakan properti, terputusnya sambungan listrik dan telepone serta korban jiwa (UNECE, 
2000), Sosialisasi sadar bencana sangat penting dilakukan dengan tujuan  untuk mengurangi dampak saat 
terjadi bencana (Pahleviannur, 2019). Program pemerintah terkait penanggulangan bencana tidak dapat 
diterapkan secara efektif jika masyarakat tidak sadar dan ikut andil dalam proses (Newport & Jawahar, 
2003). Hujan abu vulkanik di udara dapat menyebabkan gangguan pada sistem respirasi (Ranke, 2016). 
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 
E1 9 2.3 5 0.3 1.3 5 0.3 4 7 
E2 4 7 4 0.3 0.3 2.3 0 0.3 6.7 
E3 9 2.3 7 2 2.3 5 0.3 4.3 7 
E4 4.3 1.0 2.0 9.0 7.0 3.0 2.0 0.3 7.7 
E5 0 0 0.3 0 9 2.3 0 0 5.3 
E6 2.3 1.3 2 1.7 1.3 9 1.7 1.7 6.3 
E7 9 3 5 2.3 7 9 3 0 7.3 
E8 0.3 0 0 0.3 0.3 2 9 0 7 
E9 0.3 0.3 0.3 1.3 0 1.3 9 0 6 
E10 1.3 2 1.3 0 0 2 2 6 5 
Occurrence 7.33 5.00 4.67 7.33 4.67 5.67 5.67 5.00 
ARP 2036.2 647.2 867.0 920.7 894.4 1564.0 1017.5 518.3 
Priority 1 7 6 4 5 2 3 8 
Setelah dilakukan perhitungan nilai ARP pada HoR 1, kemudian dilakukan pencarian agen risiko dominan 
dengan menggunakan teori 80:20 pareto chart, bahwa 80% agen risiko (risk agent) dominan dinilai dapat 
mewakili keseluruhan populasi atau dalam hal ini agen risiko. Agen risiko dominan tersaji di Gambar 1. 
Gambar 1. Diagram Pareto Agen Risiko Dominan 
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Tabel 5. Agen Risiko Dominan 
Kode Agen Risiko Dominan ARPj 
A1 Masyarakat membuang sampah sembarangan 2036.2 
A6 Kurang gencarnya sosialisasi bencana 1564.0 
A7 Kurangnya pengawasan dan pengecekan terhadap pohon-pohon dijalan 1017.5 
A4 Kurangnya daerah resapan air 920.7 
A5 
Bangunan dibangun tidak sesuai standar (tidak mengurus PBG dan 
SLF) 
894.4 
A3 Kurangnya perhatian terhadap saluran air(drainase, sungai) 867.0 
*ARPj – Aggregate risk potential
Berdasarkan Tabel 5. Terdapat 6 agen risiko dominan yang selanjutnya akan ditangani dengan cara 
merumuskan strategi mitigasi. Agen risiko dominan yang menempati urutan pertama yaitu “Masyarakat 
membuang sampah sembarangan” dengan nilai ARP yakni 2036,2, pada posisi kedua yakni “Kurang 
gencarnya sosialisasi bencana” dengan nilai ARP yakni 1564,0, posisi ketiga yakni “Kurangnya 
pengawasan dan pengecekan terhadap pohon-pohon dijalan”  dengan nilai ARP yakni 1017,5, posisi ke-
empat yakni “kurangnya daerah resapan air” dengan nilai ARP yakni 920,7, posisi ketiga yakni “ 
Bangunan dibangun tidak sesuai standar (tidak mengurus PBG dan SLF) dengan nilai ARP yakni 894,4, 
posisi terakhir yaitu “Kurangnya perhatian terhadap saluran air(drainase, sungai)” dengan nilai ARP 
yakni 867,0. 
Modified House of Risk (HoR) 2 digunakan untuk merumuskan strategi mitigasi guna mengatasi 
agen risiko dominan. Perhitungan pada Modified House of Risk (HoR) 2 ini hanya menghitung nilai total 
effectiveness. 
Tabel 6. Strategi Mitigasi 
Kode Strategi Mitigasi 
P1 Penambahan peringatan membuang sampah di sungai 
P2 Pendidikan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang bencana 
P3 
Pelarangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar 
tradisional 
P4 
Pemberian surat peringatan oleh pemerintah bagi industri yang lalai membuang hasil limbah 
produksi di sungai 
P5 Melakukan program resik kali/sungai 
P6 Melakukan penghijauan 
P7 Pembangunan embung, parit atau long storage 
P8 Pembuatan Resapan air/biopori di setiap rumah 
P9 Sosialisasi oleh pemerintah terkait pentingnya izin PBG dan SLF 
P10 Penambahan SDM + alat dalam pemeliharaan pohon di jalan raya 
P11 Menebang pohon yang sudah tua dan pemangkasan ranting pohon 
P12 Melakukan simulasi dan pelatihan kebencanaan di instansi pendidikan dan tempat kerja 
P13 Menggalakkan desa tangguh bencana 
P14 Pembuatan instalasi pemanenan air hujan dengan atap bangunan 
P15 Membuat standar operasional prosedur mitigasi bencana 
P16 Penyusunan peraturan perundang-undangan 
P17 Penyusunan peta risiko bencana 
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Strategi mitigasi dirumuskan dengan cara review jurnal, hasil observasi serta wawancara dengan pihak 
narasumber yakni BPBD, DLH dan DPUPR ditunjukkan pada Tabel 6., strategi mitigasi tersebut 
digunakan untuk mengatasi agen risiko dominan (Tabel 5.). Pada Tabel 7 ditampilkan perhitungan nilai 
total effectiveness. 
Dalam merumuskan strategi mitigasi, beberapa strategi mitigasi sudah diterapkan di Kota Surakarta, 
namun beberapa belum diterapkan atau sudah diterapkan namun dengan hasil yang kurang memuaskan. 
Strategi mitigas yang sudah diterapkan adalah “Melakukan program resik kali/sungai”; “Penyusunan 
peraturan perundang-undangan”; “Penyusunan peta risiko bencana”. Strategi mitigasi yang belum 
diterapkan di Kota Surakarta yaitu “Pembangunan embung, parit atau long storage”; “Pembuatan Resapan 
air/biopori di setiap rumah”; “Sosialisasi oleh pemerintah terkait pentingnya izin PBG dan SLF”; 
“Penambahan SDM + alat dalam pemeliharaan pohon di jalan raya”: “Pembuatan instalasi pemanenan air 
hujan dengan atap bangunan”. Strategi mitigas yang sudah diterapkan namun dinilai belum efektif dan 
efisien yaitu “Pendidikan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang bencana”; “Pelarangan 
penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar tradisional”; “Pemberian 
surat peringatan oleh pemerintah bagi industri yang lalai membuang hasil limbah produksi di sungai”; 
“Melakukan penghijauan”; “Menebang pohon yang sudah tua dan pemangkasan ranting pohon“; 
“Melakukan simulasi dan pelatihan kebencanaan di instansi pendidikan dan tempat kerja”; 
“Menggalakkan desa tangguh bencana”. 
Tabel 7. Perhitungan Modified House of Risk 2 
Strategi Mitigasi 
ARPj 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
A1 9 1.3 6.3 1 9 4 3 1 1 1 1 3 3.3 1 3.3 3 3.3 2036.22 
A6 2.3 4.3 1.3 1.3 3.3 3.3 3.3 3 1 1 1 4 7 1 5 4 5 1564.00 
A7 4 1 1 1 1 3.3 1.3 1.3 1 6.3 6.3 1 1.3 1 1.3 1 1 1017.48 
A4 4 1 1 1 3 4 4 6.3 3 1 1 1 4 2 1 1 2 920.74 
A5 2 3 1 1 1 1 1 3.3 6.3 1 1 1 1 1 1 3 1 894.44 
A3 4.3 3 1 3 3 3 6 2 3 1 1 3 3.3 2 3.3 3 3.3 866.96 
Tek 35274 16715 18681 9555 30814 23928 22458 18632 15646 12726 12726 17798 26559 9088 20669 19587 21251 
*TEk – Total Effectiveness, ARPj – Aggregate Risk Potential
Modified House of Risk (HoR) 3 dilakukan untuk menentukan kriteria penilaian strategi mitigasi sehingga 
strategi mitigasi yang sudah dirumuskan dapat diuji lagi dan didapatkan dihasilkan urutan strategi mitigasi 
unggulan yang efektif dapat dilihat di Tabel 8. Perhitungan pada Modified House of Risk (HoR) 3 yaitu 
total strategy score (TSSk), ratio (RK) dan ranking priority (RPk), dapat dilihat pada Tabel 9. Pada Tabel 
10. ditunjukkan kembali strategi mitigasi unggulan.
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Tabel 8. Kriteria-kriteria Penilaian Strategi Mitigasi 
Kode Kriteria Penilaian Strategi Mitigasi 
Bobot 
Kriteria 
K1 Ketersedian Anggaran 0.09 
K2 Sumber daya manusia 0.16 
K3 Sikap masyarakat 0.29 
K4 Koordinasi antar pihak 0.20 
K5 Tingkat kerusakan sarana dan prasarana 0.27 
Pada Tabel 8. Dapat diketahui bahwa terdapat kriteria-kriteria yang menjadi penilaian pada strategi 
mitigasi yang dilakukan di penelitian ini, yaitu “Ketersediaan anggaran”, “Sumber daya Manusia”, “Sikap 
Masyarakat”, “ Koordinasi antar pihak”, Tingkat Kerusakan sarana dan prasarana”. Pada penelitian lain 
yang mengulas mengenai hal yang dapat menentukan tingkat keberhasilan dilaksanakannya mitigasi, 
penelitian tersebut diantaranya pada (Kelman, 2014) mengungkapkan bahwa proses mitigasi 
membutuhkan biaya, terlebih pada mitigasi struktural membutuhkan biaya yang tinggi. Anggaran yang 
memadai akan memudahkan proses mitigasi bencana. Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan, 
keahlian dan sikap yang mampu menunjang keahlian dari stakeholder, oleh karena itu perlu dilakukan 
edukasi dan pelatihan sehingga dapat berkontribusi secara efektif dalam proses mitigasi (Government of 
India, 2013), dalam menjalankan penanggulangan fungsi penanggulangan bencananya, BPBD melakukan 
pengkoordinasian eksternal kelembagaan dengan instansi terkait kebencanaan. Ketidaksamaan persepsi 
paradigma penanggulangan bencana, instansi terkait belum dapat beradaptasi dengan peran BPBD 
sebagai koordinator dan masih terpaku pada peraturan internal kelembagaan menjadikan lemahnya 
koordinasi antar pihak terkait kebencanaan. (Ramdani, 2015). Sarana dan Prasarana dalam 
penanggulangan bencana harus selalu siap digunakan, serangkaian proses mitigasi dapat dilakukan 
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran masyarakat, sehingga kondisi sarana dan prasarana harus 
tetap dijaga, dan masyarakat harus ikut andil dalam penanggulangan bencana (Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2007) 
Tabel 9. Perhitungan Modified House of Risk 3 
Strategi Mitigasi Bobot
Kriteria P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
K1 2.3 5 1 1.3 4.3 4.3 4 3.7 2.3 3 2.3 3.7 4.3 7 1.7 2.3 2.3 2.3 
K2 6.3 6.3 5 4.3 4.3 5 4 7 7 7 5 7 5 4.3 4.3 5 5 6.3 
K3 6.3 6.3 6.3 3 5 3.3 4 4.3 5 2 2 3.3 4.3 2 2 2 2 6.3 
K4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
K5 1.3 1.7 1.3 1.3 1.3 4 4.3 1.3 2 2 2 5 5 2.3 6.3 3.3 6.3 1.3 
TEk 35274 16715 18681 9555 30814 23928 22458 18632 15646 12726 12726 17798 26559 9088 20669 19587 21251 35274 
TSSk 4.78 5.10 4.45 3.41 4.26 4.59 4.69 4.42 4.67 3.87 3.50 5.11 5.15 3.90 4.49 3.85 4.65 4.78 
Rk 7383 3275 4196 2798 7235 5210 4790 4213 3347 3291 3640 3482 5159 2332 4605 5085 4568 7383 
RPk 1 14 9 16 2 3 6 10 13 15 12 11 4 17 7 5 8 1 
*TEk – Total Effectiveness, TSSk – Total Strategy Score, Rk – Rasio
* Rk – Rasio, RPk – Ranking Priority
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Tabel 10. Urutan Strategi Mitigasi 
Ranking Strategi Mitigasi Kode TSSk 
1 Penambahan peringatan buang sampah di sungai P1 7382.92 
2 Melakukan program resik kali/sungai P5 7234.68 
3 Melakukan penghijauan P6 5210.16 
4 Menggalakkan desa tangguh bencana P13 5159.01 
5 Penyusunan peraturan perundang-undangan P16 5085.12 
6 Pembangunan embung, parit atau long storage P7 4789.58 
7 Membuat standar operasional prosedur mitigasi bencana P15 4604.50 
8 Penyusunan peta risiko bencana P17 4568.22 
9 
Pelarangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan, toko swalayan, 
dan pasar tradisional 
P3 4196.24 
10 Pembuatan Resapan air/biopori di setiap rumah P8 4213.18 
11 
Melakukan simulasi dan pelatihan kebencanaan di instansi pendidikan dan 
tempat kerja 
P12 3482.26 
12 Menebang pohon yang sudah tua dan pemangkasan ranting pohon P11 3639.97 
13 Sosialisasi oleh pemerintah terkait pentingnya ijin PBG dan SLF P9 3347.32 
14 Pendidikan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang bencana P2 3275.02 
15 penambahan SDM + alat dalam pemeliharaan pohon di jalan raya P10 3291.32 
16 Pemberian surat peringatan oleh pemerintah bagi industri yang lalai P4 2798.13 
18 pembuatan instalasi pemanenan air hujan dengan atap bangunan P14 2332.36 
*TSSk – Total strategy score
Berdasarkan pada Tabel 10. Bahwa “Penambahan peringatan membuang sampah di sungai”, 
“Melakukan program resik kali/sungai”, ” Melakukan penghijauan”, “Menggalakkan desa tangguh 
bencana”, “Penyusunan peraturan perundang-undangan”, “Pembangunan embung, parit atau long storage 
“, “Membuat standar operasional prosedur mitigasi bencana”, “Penyusunan peta risiko bencana” 
merupakan penyumbang nilai TSSk sebesar 53% dan merupakan posisi 1 hingga 7. Sedangkan 
“Penyusunan peta risiko bencana”, “Pelarangan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan, toko 
swalayan, dan pasar tradisional”, “Pembuatan Resapan air/biopori di setiap rumah”, “Melakukan simulasi 
dan pelatihan kebencanaan di instansi pendidikan dan tempat kerja”, “Menebang pohon yang sudah tua 
dan pemangkasan ranting pohon”, menduduki posisi ke-8 hingga ke-12. Dalam hal ini posisi ke-1 hingga 
ke-12 memiliki nilai TSSk sebesar 80% dari keseluruhan nilai TSSk. 
Berkenaan dengan Kota Surakarta memiliki peran dalam memberi dampak bencana kepada daerah 
lain atau sebaliknya, dalam strategi mitigasi yang diusulkan seperti “Penambahan peringatan buang 
sampah sembarangan”, “Melakukan program resik kali/sungai” memiliki andil dalam mencegah sampah atau 
polutan lain di sungai sehingga diharapkan tidak mempengaruhi daerah lain yang memiliki hulu sungai 
dari Kota Surakarta, “Menggalakkan Penghijauan”, “Pembangunan embung, parit atau long storage”, 
“embuatan Resapan air/biopori di setiap rumah” memiliki andil dalam mengurangi volume run off air hujan 
yang masuk ke sungai sehingga diharapkan tidak membebani daerah lain dengan debit air sungai yang 
tinggi. “Membuat standar operasional prosedur mitigasi bencana” dengan disesuaikan dengan keadaan dari daerah 
luar Kota Surakarta diharapkan dapat memiliki SOP yang dapat mengatasi dampak bencana dari luar daerah Kota 
Surakarta maupun dari dalam Kota Surakarta. 
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Strategi pada Tabel 10, memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, 
kesamaan strategi mitigasi yang diusulkan antara lain: melakukan kegiatan bersih-bersih kali (Pribadi, 
2018), mengulas penghijauan/reboisasi untuk mencegah bencana (Suryani, 2017), biopori resapan 
sebagai solusi banjir (Yohana et al., 2017), pembangunan embung untuk penanggulangan banjir 
Kabupaten Tulungagung(Prasetiya, 2017). Membahas teknik pemanenan air hujan untuk mengatasi 
bencana (Wahab, 2015), membahas tentang simulasi, pelatihan dan pendidikan bencana di pendidikan 
(Arisona & Pd, 2013). Menggarisbawahi pentingnya perawatan pohon-pohon sehingga tidak tumbang 
(Aritama & Dharmadhiatmika, 2019), membahas mengenai pentingnya pemetaan risiko bencana (Faizana 
et al., 2015) 
Berikut merupakan uraian mengenai strategi mitigasi dari posisi 1 hingga 5, uraian meliputi usulan 
mengenai strategi mitigasi bencana maupun usulan-usulan dalam berbagai konteks yang dapat ditemukan 
di berbagai kepustakaan. 
a. Strategi Mitigasi ke-1: Penambahan peringatan membuang sampah di sungai.
Papan larangan membuang sampah merupakan salah satu upaya menanggulangi pembuangan sampah 
di sungai yang paling mudah. Papan yang dipasang tersebut bertujuan agar masyarakat tidak membuang 
sampah di sungai yang akan meningkatkan munculnya dampak-dampak seperti banjir dan pencemaran 
air yang akan berdampak kepada masyarakat. untuk menimbulkan efek jera perlu ditambahkan papan 
yang berisi sanksi pidana. 
b. Strategi Mitigasi ke-2: Melakukan program resik kali/sungai
Sungai memiliki banyak fungsi seperti suplai air, tempat pembuangan banjir, dan layanan ekologi 
(Poulard et al., 2010). Melakukan program pembersihan sungai berarti meningkatkan fungsi dari sungai 
tersebut. Program resik kali tidak hanya dilakukan dengan membersihkan sungai dari sampah dan limbah, 
tapi juga dilakukan kampanye sosial sehingga masyarakat sadar dan peduli dengan lingkungan sekitar 
sungai (Yordan, 2018).  
POKJA (kelompok kerja) sungai dibentuk oleh DLH sebagai upaya melakukan kebersihan, perlindungan 
dan konservasi sungai (DLH Kota Surakarta, 2020).selain itu POKJA juga bertujuan untuk menumbuhkan 
nilai kegotongroyongan dan kemasyarakatan sehingga dapat dihasilkan lingkungan sungai yang bersih 
dan sehat. 
c. Strategi Mitigasi ke-3: Melakukan penghijauan
Penghijauan merupakan upaya pemulihan lahan kritis guna mengembalikan fungsi lahan, menjaga dan 
meningkatkan fungsi perlindungan tata air dan mencegah bencana. Penghijauan dapat dilakukan dengan 
menanam pohon pada areal fasilitas sosial/umum, ruang terbuka hijau, jalur hijau, permukiman, taman, 
hutan rakyat hutan kota dan penghijauan lingkungan (MENHLK, 2018). 
Selain itu, bangunan dan infrastruktur dalam kota juga harus mendukung lingkungan kota agar lebih hijau 
dan sustainable (Asian Development Bank, 2015). Penting untuk memperhatikan area kedap air sehingga 
ketika hujan terjadi air akan terserap dahulu sebelum masuk saluran drainase(Qin, 2020). Stormwater 
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management (pengelolaan limpahan air hujan) dapat dimulai dari skala kecil dan skala proyek (Bai et al., 
2018). 
d. Strategi Mitigasi ke-4: Menggalakkan desa tangguh bencana (DESTANA)
Desa tangguh bencana merupakan pemberdayaan desa sehingga memiliki kemampuan untuk mengenali 
ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi 
kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana (Perka BNPB No. 1, 
2012), 
Sumber daya komunitas dan kemampuan untuk mengelolanya di saat bencana sangat penting dalam 
ketahanan (Odiase et al., 2020). Selain itu kesiapsiagaan pada level individu juga sangat penting (Ma et 
al., 2021). Dengan bertambahnya insiden dan konsekuensi bencana tingkat global, konsep ketahanan pada 
tingkat komunitas menjadi pokok bahasan wajib (Cox & Hamlen, 2015) dan dianggap sebagai kunci 
manajemen bencana (Thornley et al., 2015) 
e. Strategi Mitigasi ke-5: Penyusunan peraturan perundang-undangan
Dalam rangka mengurangi risiko bencana, pemerintah khususnya pemerintah daerah dapat membuat 
peraturan yang dapat membantu proses pengurangan risiko bencana, seperti pelarangan membuang 
sampah sembarangan atau pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. 
f. Strategi Mitigasi ke-6 : Membangun embung, parit, atau long storage
Salah satu fungsi dari embung, parit atau long storage adalah sebagai sistem pengendalian banjir dengan 
cara menampung air dari sungai yang memiliki debit air yang berlebihan (Prasetiya, 2017)(Evayanti, 
2019). Embung harus didesain dapat menampung air dari titik-titik rawan banjir di kota Surakarta 
Bangunan penampung air seharusnya mempertimbangkan lokasi, parameter, dan desain yang optimal 
(Chill & Mays, 2013), analisis penentuan kapasitas tampungan (AL-Hamati, 2010). Selain itu sistem 
drainase juga harus mendukung fungsi penampungan air sehingga tidak terjadi luapan air di  
g. Strategi Mitigasi ke-7: Membuat standar operasional prosedur mitigasi bencana.
Dalam melakukan kegiatannya pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki SOP nya 
masing-masing.. Hendaknya SOP memiliki keterpaduan antara seluruh individu atau organisasi yang 
terkait, untuk itu tujuan dibentuknya SOP penanggulangan kebencanaan adalah untuk memberikan 
kejelasan tugas, fungsi dan peran masing masing SOPD (satuan organisasi perangkat daerah) dalam 
rangka penanggulangan bencana (PERGUB Yogyakarta, 2011) 
Selain itu, dalam setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah, hendaknya menjaga kesederhanaan 
sistem dan prosedur, prosedur harus dibuat sesederhana mungkin (Sadisun, 2007). Sehingga ketika 
masyarakat terkena bencana dan dalam kondisi darurat diharapkan mereka mampu menanganinya serta 
mampu melakukan proses pemulihan darurat mandiri. 
Pada penilitan ini memiliki kelebihan yaitu menggunakan 3 narasumber dari 3 dinas yaitu BPBD, 
DPUPR, dan DLH sehingga didapatkan hasil data yang lebih relevan. Menggunakan bentuk pemerolehan 
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data yang konkret yaitu melalui metode brainstorming fishbone diagram, Strategi mitigasi yang diusulkan 
memperhatikan daerah lain yang terdampak maupun memberi dampak risiko sehingga strategi mitigasi 
yang diusulkan lebih akurat. Selain itu strategi mitigasi diuji lebih lanjut dengan kriteria-kriteria penilaian 
strategi mitigasi sehingga didapatkan hasil urutan strategi yang lebih efektif dan efisien 
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai usulan peningkatan efektivitas 
bencana oleh BPBD kota Surakarta, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama terdapat 3 potensi 
bencana alam yang ada di Surakarta dengan melakukan review jurnal dan wawancara dengan BPBD, 
DLH dan DPUPR yaitu banjir, angin puting beliung, dan gunung meletus. Kedua pada fase Modified HoR 
1 didapatkan 10 kejadian risiko dan 8 agen risiko di mana terdapat 7 agen risiko dominan dengan 
“Masyarakat membuang sampah sembarangan” menjadi agen risiko dominan dengan nilai ARP tertinggi. 
Ketiga, pada fase 2 didapatkan 17 strategi mitigasi. Keempat, didapatkan 5 kriteria penilaian strategi 
mitigasi, yaitu “Ketersediaan anggaran”, “Sumber daya manusia”, “Sikap masyarakat”, “Koordinasi antar 
pihak”, “Tingkat kerusakan sarana dan prasarana”. Selain itu juga didapatkan 7 strategi unggulan yaitu 
“Penambahan peringatan membuang sampah di sungai”; “Melakukan program resik kali/sungai”; 
“Melakukan penghijauan”; “Menggalakkan desa tangguh bencana”; “Penyusunan peraturan perundang-
undangan”; “Membangun Embung, parit, atau long storage” dan “Penyusunan peta risiko bencana”. Hasil 
dari penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak yang terkait 
kebencanaan khususnya BPBD Kota Surakarta dalam melakukan mitigasi penanggulangan bencana 
dengan jangka 3 tahun menyesuaikan dengan SOP BPBD. 
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